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GI'BERI{T'R NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMoR4TTAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja

Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor ll5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r6491;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Mengingat 1.

b.

2.

\,

jl



a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalnan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Talrun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand

De sign Reformasi Birokrasi ;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28

Tahun 2O1? tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Stdndar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

GT'BERNUR TEITTAITG STANDAR
PROSEDUR ADMII{ISTRASI

PADA BIRO PEMERII{TAIIAN
DAERAH PROVINSI NUSA TEI{GGARA

4.

5.

A

Menetapkan :

BAB I
KETEIYTUAN T'MUM

Baglan Kesatu
Batasan Pengertian atau Deflnisl

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PERATURAIT
OPERASIONAL
PEMERII{TAI{AN
SEKRETARrI*T
TIMUR.



6. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai berbagar proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan

berupa aktivitas organisasi' bagaimana dan kapan harus dilakukan '

dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan '

7 . Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas

dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah'

g. perayanan Internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit

organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-

unit atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi'

g. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan

oreh perangkat Daerah yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada

Instansi Pemerrntah lainnya' sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya'

10. Format sop Ap adalah bentuk penuangan sop Ap berupa tulisan dan

diagram alir.

1 1. Veri{ikasi SOP AP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian

SOP.

12. Tarrap Kegiatan adalah langkah-langkah yang sistematis dalam

melaksanakansuatupekerjaanuntukmemperolehhasilkerjatertentu.

13. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses' prosedur atau

dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-

bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi'

14. Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi hal-

hal yang terkait dengan proses pendokumentasian soP AP sebagai sebuah

dokumen.

15. Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP.

16. Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan

berupa barang dan jasa.

17. Penyempurnaan SOP AP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka

meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi, membuat,

menambah/mengurangi, men5rusun, dan mengevaluasi SOP AP.

18. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam pekerjaannya.

19. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.



:r' 
Bagian Kcdua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

MaksudditetapkannyaPeraturanGubernuriniadalahsebagaiacuanbagiBiro
Pemerintahan dalam mengidentifikasi' merumuskan' mengatur' memonitor'

mengevaluasi serta mengembangkan SOP AP dalam penyelenggaraan

Pemerintahan baik penyelenggaraan internal maupun eksternal sesuai dengan

tugas Pokok dan fungsi'

Pasal 3

T\rjuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

b'meningkatkanefisiensidanefektivitaspelaksanaantugasdantanggung
jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

d. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam

memberikan PelaYanan;

f.menjaminkonsistensipelayanankepadamasyarakat,baikdarisisiwaktu
maupun Prosedur;

g. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

h. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Baglan Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a. judul SOPAP;

b. monitoring dan Evaluasi;

c. pembiayaan.

BAB II
JUDUL SOP

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sop Ap Biro pemerintahan.

(2) Judul SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. SOP Penanganan Surat Masuk di Biro pemerintahan;

b. SOP Penanganan Surat Keluar di Biro pemerintahan:



c. SOP Penanganan Nota Dinas di Biro Pemerintahan;

d. SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Biro Pemerintahan;

e. SOP Penerbitan Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Biro

Pemerintahan:

f. SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Biro

Pemerintahan:

g. SOP Pangajuan Surat Usulan Pensiun PNS di Biro Pemerintahan;

h. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti PNS di Biro Pemerintahan;

i. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di Biro

Pemerintahan;

j. SOP PenS,rrsunan Laporan Tahunan di Biro Pemerintahan;

k. SOP Penyusunan Rencana Trategis (RENSTRA) di Biro Pemerintahan;

l. SOP Penlmsunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan;

m. SOP Pen5,r-rsunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Biro

Pemerintahan;

n. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan;

o. SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Biro Pemerintahan;

p. SOP Pengajuan SPP UP (Uang Persediaan) di Biro Pemerintahan;

q. SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Biro Pemerintahan;

r. SOP Pen1rusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Biro

Pemerintahan;

' s. SOP Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Provinsi NTT;

t. SOP Penyrrsunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di
Biro Pemerintahan.

(3) Judul SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya sesuai
dengan soP AP, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala
sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi.



BAB IV
PEMBIAYAAIT

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro

Pemerintahan.

BAB V
IIETENTUAII PEI{UTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh ketentuan dan

Lampiran yang berkaitan dengan Biro Pemerintahan yang diatur dalam

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Nomor 034) dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan yang diatur
dalam Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal{ FcPUtE'e* 2018
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Diundangkan di Kupang

pada tanggal \ Vgelarse,sz- 2018

SEKRETARIS DAERAH

'p pnovttist NU;IA TENGGARA TTMUR, p

LBEI{E MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O1B NOMOR SA



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR | 49 TAHUN 2018

TANGGAL t/1 &#&4t('4 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTARSI PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

rili!lrrlqrror! 
0

Tenggara Timur f.

Penanganan Surat Masuk

1. Pendidikan minimal SLTA
2. MenguasaiTata Naskah Dinas

Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan standar operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT'

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Komputer
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Telepon/Faximili

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

surat masuk terlambat maka akan

berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk'



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ketelangan
Pengadministrasi

Umum
Kepala Biro Kepala Bagian

Kepala Sub
Bagian

Pengadminist asi
Persuratan

Kelengkapan Waktu Output

1 Menerirn;;urat dengan menandatangani tanda

terima surat, mencatat dan membukukan surat

masuk, kemudian melengkapi dengan lembar

disposisi dan meneruskan kepada Kepala Biro.
@

Surat masuk,
Buku agenda
surat masux

5 menit Surat masuk
terlampiri lembar
disposisi

2. tvteneta.atr surat masuX, rnendisposisi lembar

disposisi sesuai perihal surat kemudian meneruskan

kepada Pengadministrasi Umum t Surat masuk
terlampiri lembar
disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

3. Menerlma-Jn$;tatdanMendistribusikankepada
Kepala Bagian sesuai disposisi Pimpinan

-

Surat masuk dan
Disposisi

5 menit Su.at masuk dan
Disposisi

Me;;laah penntah Pmpltlan sesuai disposisi,

selanjutnya membuat disposisi kepada Kasubag

sesuai dengan tupoksi. lr
Surat masuk dan
Disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

5. lGlaksanakandlaksanakandanmenindaklan jutisuratmasuk

sesuai disoosisi dan menyerahkan ke

Pengadministrasi Persuratan untuk diarsipkan ll-
Surat masuk dan
Disposisi

40 menit Surat masuk dan
Disposisi

6. Mengarsipkan surat masuK /__Y_\
t t","-J

Surat masuk dan
Disposisi

10 menit Surat masuk dan
bukti
dokumentasi

r
-l

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

nerintahan 0
Tenggara Timur /.'

kasi
Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas
ang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

PenyusunandanPenerapanStandaroperasiona|ProsedurAdministrasi
Pemerintahan.

3. peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT'

4. Peraturan Gubernur Nfi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi NTT.

Keterkaitan 1. Komputer
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk

4. Stempel

1. Pada Agenda Surat Keluar

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
aka akan berdamPak Padapengelolaan Penanga



konsep surat keluar
disposisi PimPinan dan

mengajukan kepada Kasubag TU Biro

Menelaah, mengoreksl konsep sural

keluar. Apabila setuju diteruskan kepada

Pemerintah;n Umum' Apabila tidak

dikembalikan kePada
Umum untuk diperbaiki

ai-, mengoreksi konseP surat

. Apabila setuju diteruskan kepaoa

KeDala Biro, Apabila tidak setuJu

dikembalikan kepada Kasubag TU Biro

dl-n mengoreksi konseP 
"urat

dan menandatangani. Apabila tidak

dikembalikan kePada Kabag

Umum untuk diperbaiki.

dan memberikan nomor

;endistribusikan dan mengarsipkan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
Tanqqal Pembuatan 25 Seotember20lB
Tanggal Revisi N
Tanqqal Efektif \\
Disahkan oleh Kepala Bitp{emerintahan t -

dSetda ptsvineiu\ula Tenggara Timu rf

NrP.19691008 199503 1 006

JudulSOP Penanqanan Nota Dinas di Qiro Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1.

2.

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlenqkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Nota Dinas Kepala Biro terlambat diproses akan berdampak pada

terlambatnya penyampaian informasi sesuai isi nota dinas
Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Nn Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepala Bagian

Kepala Sub
Bagian

Pengadministrasi
Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 I 9 10

1 Menugaskan Kasubag untuk

menyiapkan KonseP Nota Dinas'

Surat Masuk,
Disposisi, Petunjuk

10 menit Disposisi, petunjuk,
penugasan

2. Menugaskan Pengadministrasi Umum

untuk menyusun konseP Nota Dinas

dan menyiapkan kelengkaPan bahan

nota dinas.

Surat Masuk,
Disposisi, Petunjuk

10 menit Disposisi, petunjuk,
penugasan

3. Menyusun dan menYiaPkan konseP

Nota Dinas beserta kelengkaPan

bahan nota dinas dan menYamPaikan
ke Kasubag.

Surat Masuk,
Disposisi, Petunjuk

l jam Konsep Nota Dinas &
bahan kelengkapan
nota dinas

4. Menalaah, mengoreksi. Apabila setuju

memaraf dan mengajukan konseP

Nota Dinas kePada kePala bagian'
Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Pengadministrasi Umum

untuk diperbaiki.

Tidak

Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas

;)

5. Menelaah dan mengoreksi' APabila

setuju memaraf dan mengajukan
konsep Nota Dinas kePada KePala

Biro. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag untuk

diperbaiki.

Ya

Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas

Konsep Nota Dinas 10 menit Nota Dinas
6. Menelaah, mengoreksi dan

menandatangani Nota Dinas.
Tidak

7. Mengirimkan dan mengarsipkan nota

dinas.

Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti
dokumentasi

@

\,'0"

L

6



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 25 SeDtember 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif N
Disahkan oleh , KepalaBihPemerintahan

Asetda eiovinsiNf renosara rimur. 
I

tsA,l/
VIKTORIUS ftlANEK. S.Sos. M.Si

NtP. 19691008 199503 1 006

Judul SOP Pengaiuan TOR Perjalanan Dits di Biro Pemerintahan

\

1. Peratnran Presiden Nomor 8'l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Admnistrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 lentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubemur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas

Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai T

Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 20'17 tentang petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4.

5.

1.
2.

Pendidikan minimal SLTA.
ilenguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP penanganan Nota Oinas.
2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon lll, Pejabat Eselon lV, Pejabat

Pelaksana Khusus dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat

Daerah.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.
4. Telepon-
5. Printer.

Perinqatan: Pencatatan dan Pendataan :

Apabila peng-ajuan ToR perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak pada

keterlambatan penerbitan SPT dan SPPD

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



Na Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Bendahara

Kepala Sub
Bagian TU

Kabag Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

Kepala Biro
Organisasi

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat konsep TOR perjalanan dinas
kemudian menyampaikan ke kasubag. firt"i I-r_

Disposisi, agenda
kerja

30 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

2 Memeriksa dan memaraf TOR
perjalanan dinas yang diajukan. Apabila
setuju memaraf dan diteruskan kepada
Kabag, Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Bendahara.

,/V.
Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

J Memeriksa TOR perjalanan dinas yang
diajukan.Apabila setuju memaraf dan

diteruskan kepada Kepala Biro, Apabila
tidak setuju dikembalikan kePada

Kasubag.

Tidak
YA

Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

4 Menelaah, mengoreksi dan

menandatangani TOR perjalanan dinas
yang diajukan.

Ya

t Konsep TOR
perjalanan dinas

10 menit fOR perjalanan
dinas

5 Memproses TOR perjalanan dinas

menjadi SPT dan SPPD di asisten dan

biro umum dan menyerahkan Pada ASN
yang ditugaskan.

6 TOR perjalanan dinas 5 menit TOR perjalanan
dinas



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAtT

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Tenggara Timur, f-

Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri

i. p"trtui"n PemJrintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke€nam Belas Atas
- p;;;ilr;; pemerintah NomorTTahun 1977 Tentang pefaturan caji Pegawai Negeri sipil.

3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.
/ Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan
- 

Peneraoan Standar opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman T

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
p"otrr"n Gubernur-Nusi Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

;;;y;J;"; Jan petaksanaan 
-standar 

operasionat prosedur Administarsi Pemerintahan di

Ling'kungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer

i-soP Penanganan surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk

1. Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenall(an u
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

E?-------tertamuat oiteoittan maka akan berdampak pada
Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala lerlambat ollerDltKan maKa anarr ucrucr'Pd^

terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapalkan hak gaji :9*3 ?-"1"1?l"l^1,"j:",:
b',]l1i'E?1"i,?iliiii"ii'i;;;;i; G;ji B";kara diterima oleh Biro Keuansan palins rambat 1

bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawar'



Mutu Baku

Keterangan
Tahap KegiatanNo, Kabag Pemerintahan

Umum
Kepala Sub
Bagian TU

Pengelola
Kepegawaian

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

4 5 6 7 I 9 10
I 2 3

Pedoman Peraturan
Perundang-undangan

15 menit Penugasan
I @tuk menginventarisir

dan memproses PNS yang telah memenuhi

syarat waktu untuk Kenaikan Gaji Berkala' w
Pedoman Peraturan
Perundang-undangan
dan penugasan

30 menit Penugasan,
arahan dan
petunjuk

2 l,rtenugaskan pengelola kepegawaian untuk

menginventarisir data PNS yang memenuhi

syarat kenaikan gaji berkala dan menyusun

konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji

berkala.
Penugasan, arahan
dan petunjuk

2 Jam Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

J @ yang memenuhi

syarat kenaikan Saji berkala kemudian

menyusun konsep Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji Berkala (PKGB) dan

menyampaikan kePada kasubag.
Konsep Surat PKGB
dan syarat
kelengkapan

10 menit Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

4 Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan

administrasi lainnya. Apabila setuju

membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kabag'

Apabila tidak setuju dikembalikan kepada

Pengelola Kepegawaian untuk diperbaiki'

YA
Tidak

YA

I

Konsep Surat PKGB
dan syarat
kelengkapan

10 menit Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

5 ffiemerksa konsep Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan

administrasi lainnya. Apabila setuju

membubuhkan paraf dan diteruskan ke Karo'

Apabila tidak setuju dikembalikan kepada

Kasubag untuk diPerbaiki.
Konsep Surat PKGB
dan syarat
kelengkapan

10 menit Surat
Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)

6 Memeriksa dan mengoreksi konsep surat

Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala beserta

kelengkapan administrasi dan menandatangani

Tidak

Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)

l jam Surat
Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)
dan bukti
dokumentasi.

7 tt/emOuOunGn Cap dan mengirim Surat

Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan

dan ASN Yang bersangkutan serta

mengarsiPkan.

Pelaksana



pEM ER'NrAH 
:l::llfl,ly'jo:'*lo,f 

o*''"u *

BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UiIUM

6G;hkan oleh

p----angkat P"g"wai Negeri siPil di

Mlnguasai Tata Naskah Dinas

f 

-undansundansNomoril:Hli3;i[^i'#ii*"1-0"*J**"*n"*"""

2 unoan!-unoang N"t".'.8 t:l:l ;;;""lo,oi"n"* Perubahan K€enam Belas Atas Peraturan

i' :*:lr;[rurn'?:[$^','gtrHllh'"',xt:"1.x3,{i' J"i3iJliill]i,"kras 2o1 o.

ln Peraturan Presiden Nomor 81^l anun-j"'I"-'Ii', 
- ,"4 zl"ntang Fedoman Penyusunan dan

l5.PeraturanMentenPANdan.KonoT:::.t;'i:11[t"1"#ilil",";"
';:l"Jffi :S,:fl '""'e;::il:i::titA'mUijff ",tf[L""sPedomanrata
6 Peraturan Gubemur Nusa l eng-gf

.'"**i*':tiri"^n:+:w:";1"",'n"';:iilxl$imn:",xi;:H::iliH".,
Penyusunan dan P:l1"ui1:L.:''.,,,"" rpndoara Timur.
I'i?lll-l"l';;lari p ioui n"i Hu"" renssara rimur'

1. ATK.
2. Komputer/Printer'
3. Prinierf::;:1ffi* *;ll"'[!1""L" o*n*at pesawaidi BKD

t 

-tr*" 

j"g" *"""k* p*gkat dan kenaikan gaji berkala'

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manuar'ikan Pangkat terlambat

;i"*"makaakanberdamfl 111""f $:il*j|,"ffi :#5:lBffi :llff H"#,.
2'Kelengkapanad'ili"j,?.]."^::.1^.^dk,loeoawai'



Mutu Baku
Keterangan

TahaP Kegiatan

Menelaah dan menotsPo:

Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai'

Pengelola
Kepegawaian

Kelengkapan Waktu Output
No.

Kepala Biro
Pemerintahan

Kabag Pemerintahan
Umum

Kepala Sub
Bagian TU

6 7 I 9 10
3 4

Surat Edaran 15 Menit Surat Edaran dan
Disposisi

Terkait SOP
Penanganan
Surat Masuk

1

t];ffiil1

V

-1
Surat Edaran dan
Disposisi

10 Menit Surat Edaran, Disposisi
dan petunjukc2 Mene|aahdiSposis|p|mp|nanqa||I|lE||ugqJ^

,.irf t".Vi"ikan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawat'

J_.'L_J-
Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

10 Menit Surat Edaran, DisPosisi
dan petunjuk

ttleneUan disposisi pimpinan oan menugas^drr Ps"v!

f"o"-q.*.itn menyiapkan administrasi usulan kenaikan

pangiat bagi ASN pada biro pemerintahan'

l- l Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

2 Jam Konseo surat usulan
kenaikan pangkat clan

lampiran berkas ASN4

6

mffi #':il:T l""l1ffii T:';l'J Tlii 
I

kemudian menyampaikan kepada Kasubag' 
I

Memeriksa konsep surat 

-usulan 

kenaikan pangkat dan

;;;;;l"tkas 
'ASN 

Apabila. setuiu' memaraf. dan

,i"'iv.tp"k"n ke kabag Apabila tidak setuju'

ldikembalikan untuk diPerbaiki'

l;

Tidak

Konsep surat usulan
kenaikan Pangkat
dan lampiran berkas
ASN

20 Menit (onsep surat usulan

Ya

t-

<enaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN

Konsep surat usulan
kenaikan Pangkat
dan lampiran berkas
ASN

20 Menit lfonseP surat usulan

lkenaikan Pangkat dan

llampiran berkas ASN
Tidak

6
angkat dan

Memeriksa konseP surar

i;;;;;-;",kas AsN' Apabila setuju' ..memara-f- 
dan

,ienvampalfan kepada kepala biro' Apabila tidak setuju'

dikembalikan untuk diPerbaiki'

Ya

r Konsep surat usulan

kenaikan Pangkat
dan lampiran berkas

20 Menit

Tidak

pangkat dan lamPiran
berkas ASN7 Gmerifsa konsep surat usulan KenarKarr PcrtY^qr

ffi;;;"tk". nsr'r' Apabila setuju' menandatangani

Ji.'oipr*". lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian'

no.uifltia"x setuju, dikLmbalikan untuk diperlcaiki'

IL Surat usulan
kenaikan pangkat

dan lampiran berkas
ASN

1 Jam

ffingkatASNkeBKD
Can mengarstPxan. @ri

pa]lgKdt udl I lcl I lPll dr I

berkas ASN dan bukti
dokumentasi.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

TenSeara Timur,i

199503 I 006

Setda Provinsi
Disahkan oleh

1. Pendidikan mlnrmal 5Lr ,r'

2. Menguasai Tata Naskah Dinas'r SiPil Negara'

;ffi ; ;;;;;; Nomor 8 rahun 
.1 

e1i 
::1t::? ::T::i:::,1'f ::t'ffi :l

?:lilr;:fi::[: ff;#:il; iianoa' operasionar Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur'

undang-undang Nourer o I a'u" '|""i"" 
zoro tentang Perubahan Keenam Belas Atas

;::il:l 
P":[:|ffi 

I i:Hiiffi ; ;;,";a;;s ieraturan Gal Pesawai Neseri

;'i;:t*" Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

'r113,-ffi*"*"'i PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penvusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan'

Peraturan Gubernur ltu"u r"ngg-;r.u rimur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas Lingkungan"Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Peraturan Gubernur Nusa r"'ss*" i'1'1 1-"-1"1^'.:l:::t?::Ij",Ifffl :':li:l-
Peralatan/ PerleugkaPan :

1. ATK,
2. KomPuter/ Printer'T:--soP Pe""ttg"""t surat Keluar'

;. ;;;;;;"i"an Usulan Pensiun Pegawai di BKD'

5. ioe eeninganan surat vasut' dan Pendataan :

Il nni.oj.g. Pensiun Pegawai'
2. Disimpan sebagai data elektronik dan mailual'

i.T":#X:"-::tffiistrasi usulan *"::l:.^d]*"-a oreh BKD paring rambat 6

' 
tut.n"".u"lrr- jatuh tempo pensiun pegawal'

3. Buku Agenda Surat Keluar



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPengelola
Kepegawaian

Kepala Sub
Bagian TU

Kelengkapan Waktu Output

7 2 3 4 7 a 9 70

1 Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang
telah mendapat persetujuan pejabat satu
tingkat dan Pejabat dua tingkat
diatasnya,melakukan verihkasi jenis dan sisa

cuti pemohon dan menyampaikan hasil
verihkasi kepada kasubag.

Permohonan
Cuti

30 menit Permohonan
Cuti, lembar
disposisi

2 Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti
pemohon. Apabila sisa cuti Yang
bersangkutan telah habis, dikembalikan
kepada pemohon melalui Pengelola
kepegawaian. Apabila sisa cuti yang

bersangkutan masih ada, memerintahkan
pengelola kepegawaian untuk memproses
surat usulan cuti ke BKD.

Tidak

Permohonan
Cuti, lembar
disposisi

1O menit Permohonan
Cuti,
disposisi

t- )

3 Ivlemproses surat usulan cuti ke

BKD,mengambil Surat lzin Cuti di BKD,
menggadakan untuk arsiP dan

menyampaikan Asli Surat Izin Cuti kepada
ASN yang mengajukan permohonan Cuti.

Permohonan
Cuti, disposisi

1 Jam Surat usulan
cuti ASN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 25 Seotember 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala qrqPemerintahan

4 Setda Provin:i$u\a TenSgara Timur, 

A

NlP. 19691008 199503't 006
Judul SOP Penyusunan Laporan Butandp, Triwulan, Semester di Biro

lg4nerintahan \
Dasar Hukum Kualilikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Des,gn Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. Pendidikan minimal S'1.

Memahami sistematika penyusunan laporan.
Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapa! :
't.
2.

SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan serta ketidakakurat data yang dilaporkan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

9



No. Tahap Kegiatan

Pelaksaria Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

2 3 /t 5 6 '7 8 I 10
Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk
mempersiapkan konsep laporan. @ Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Menugaskan analis perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau
data dukung penyusunan laporan dan menyusun
konsep laporan.

?-lI-

Disposisi 15 menit Disposisi

Mengumpulkan bahan atau data dukung
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada kasubag Tata Usaha.

Disposisi 3 hari Bahan laporan, disposisi

4. Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju
dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.

Tidak

Bahan laporan disposisi l jam Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Jika tidak setuju dikembalikan
kepada Kasubag TU untuk diperlraiki.

Tidak

Ya

Konsep laporan disposisi f iam Draf laporan, disposisi

6. Memeriksa draft laporan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada | ,,0,*

Draf laporan. l jam Laporan disposisi

Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. [Ienyerahkan laporan kepada Kasubag TU untuk
lidokumentasikan.

+ll- Laporan disposisi 10 menit Laporan disposisi

at Menyerahkan laporan kepada analis

oerencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk

Cidokumentasikan.
L, r-

Laporan disposisi 10 menit Laporan disposisi

I Mendistribusikan dan Mendokumentasikar
Laporan.

_r_,,
t s"l"t.i J

Laporan disposisi 20 menit Laporan bulanan,
triwulan dan semester,
bukti dokumentasi

I

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

4 Setda Provinsi Tenggara Timur, f'
I

Hukum

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

ilEEturanraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Destgrl Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa T

Timur.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

1 SOP Penanganan Surat Keluar.

2 SOP Penanganan Surat Masuk.

3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulan,Semester di Biro Pemerintahan'

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak

akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan

omor SoP
an )er

al Revisi

Judul SOP Penvusunan Laporan Tahurlan di Biro Peme.intahan\\
pelaksana:

eterkaitan laoan:

an an dan pendataan :



No: Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepala Bagian
Pemerintahan

Umum,, '

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala'Biro
Pemerintahan Waktu Output

2 a 1 5 6 7 I 9 10
1 Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan

(onsep laporan tahunan. @ Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Mlemerintahkan analis perencanaan, evaluasi
Jan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
)enyusunan laporan tahunan dari tiap-tiap

Disposisi 15 menit Disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan laporan tahunan kepada Kasubag
TU. -1_t

Disposisi t hari Bahan laporan, disposisi

4. Mengonsep laporan tahunan kemudian
menyerahkan kepada Kabag. -F Bahan laporan, disposisi t hari Konsep laporan, disposisi

5. Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki lt"

Tidak
Konsep laporan,
disposisi

l jam Draf laporan, disposisi

o. Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada Tidak

Draf laporan, disposisi l jam Laporan, disposisi

n dudg. bsruJ r9err KePaua
Kabag untuk diperbaiki.

7. Menyerahkan laporan tahunan kepada Kasubag r_Y_rL-J- Laporan, disposisi 10 menit Laporan, disposisi

8 Menyerahkan laporan tahunan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. # Laporan, disposisi 10 menit Laporan, disposisi

I Mendistribusikan dan mendokumentasikan
Laooran tahunan. cb Laporan, disposisi 1 Jam Laporan tahunan Biro

Pemerintahan, bukti
dokumentasi

b
I

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
Tanqqal Pembuatan 25 September 20'18

Tanqqal Revisi
Tanqqal Efektif t\
Disahkan oleh Kepala B\rd\Pemerintahan

I Setda Provinsi\\a renssara rimurf

Y'-z
KToRtusVuANEK. s.sos. M.

NrP. i969loo8 199s03 I 006

Judul SOP Penyusunan Rencana Strategis (FENSTRA) di Biro

Pemerintahan I
I

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

l indmg-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional.

2. Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 20'10 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administlasi Pemerintahan.

6. Peraturan Oaerah Provinsi NTT Nomor '1 Tahun 2008 tenlang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2OO5-2O25.

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan: PeralatanlPerlenqkapan :

'L SOP Penanganan Surat Masuk.

2. SOP Penanganan Nota Dinas.

3. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.

2. Komputer.
3. TeleporvFaximili.
4. Printer.

Perinqatan: Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Teflambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas

penvusunan RENJA, RK.a,/DPA dan dokumen perencanaan lainnya
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

11



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pemerintahan

Umum

Kepala Sub
Bagian Tata

Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kelengkapan Waktu Output

1 Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang
Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah
dan mendisposisi kepada Kabag.

Surat Edaran 15 menit Surat Edaran dan
Disposisi

2 Menelaah Surat Edaran Gubernur dan
disposisi Karo, selanjutnya mendisposisi
kepada Kasubag TU Biro untuk menyusun
konsep RENSTRA Biro Pemerintahan.

+ll- Surat Edaran dan
Disposisi

20 menit Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

J Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur
dan disposisi pimpinan selanjutnya
menugaskan analis perenc€tnaan, evaluasi
dan pelaporan untuk menyampaikan SE
Gubernur ke setiap Bagian.

Surat Edaran,
Disposisi dan petunjuk

10 menit Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

4 Mendistribusi SE Gubernur keoada seluruh
Bagian selanjutnya mengumpulkan dan
mengolah data dari tiap Bagian kemudian
menyerahkan kepada kasubag TU.

J

-1_J
Surat Edaran,
Disposisi, petunjuk

2 Minggu Surat Edaran
Gubernur, diposisi
dan data yang
telah diolah

5 Menyusun Konsep RENSTRA Biro
Pemerintahan dan menyampaikan kepada
Kepala Bagian. *

Surat Edaran
Gubernur, diposisi dan
data yang telah diolah

2 Minggu Konsep RENSTRA
Biro Pemerintahan

o Mengadakan Rapat bersama seluruh Bagian
untuk membahas Konsep RENSTM Biro
Pemerintahan dan menugaskan Kasubag
untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat. I 

-

d_J

Konsep RENSTRA
Biro Pemerintahan

2 Jam Konsep
RENSTRA,
Notulen rapatJ*r--E_

7 Memperbaiki Konsep RENSTRA Biro
Pemerintahan sesuai hasil rapat, dan
menyampaikan kepada Kabag. g

Konsep RENSTRA
Biro

3 Hari Konsep RENSTRA
Biro Pemerintahan

_l



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pemerintahan

Umum

Kepala Sub
Bagian Tata

Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kelengkapan Waktu Output

R Memeriksa konseP RENSTRA Biro

Pemerintahan. Apabila setuju, memaraf dan

disampaikan kepada Kepala Biro. Apabila

tidak setuju, dikembalikan kepada Kasubag

untuk memperbaiki.

Ya
Tidak

Konsep RENSTRA
Biro Pemerintahan

3 Jam Draf RENSTRA
Biro Pemerintahan

9 Memeriksa Draf RENSTRA Biro

Pemerintahan. APabila setuju,

menandatangani dan diproses lebih lanjut

oleh analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, Apabila tidak setuju,

dikembalikan kePada Kabag untuk

memperbaiki.

Ya

Draf RENSTRA Biro
Pemerintahan dan
Nota Dinas Pengantar

3 Jam Draf RENSTRA
Biro Pemerintahan
dan Nota Dinas
PengantarTidak

10 Menggandakan, menyampaikan RENSTRA
Biro Pemerintahan kepada Gubernur up.

Kepala BAPPEDA, mendistribusi copy
RENSTRA kepada seluruh bagian dan
mengarsipkan.

RENSTRA Biro
Pemerintahan dan
Nota Dinas Pengantar

1 Jam RENSTRA B o
Pemerintahan,Not
a Dinas Pengantar,
dan bukti
dokumentasi

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERTNTAHAN UMUM

Tenggara Timur, 

lr

'1. Pendidikan minimal SLTA.

2. MenguasaiTata Naskah Dinas.

3. Analis Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan.

@g Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. peratuian pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Tahapan Tata cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

2025
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan'

5'PeraturanMenteriDa|amNegeriNomor54Tahun2ol0tentangPe|aksanaanPeraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomof '1 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi NTT Tahu n 2005-2025-

7- peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 20'13-2018

S.PeraturanGubernurNuSaTenggaraTimurNomor2STahun20lTtentangPetunjukTeknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasional Prosedur Administrasi Pemefintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

1- ATK.
2. Komputer.
3. Telephon/Faximile.

i. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penyusunan Renstra di Biro Pemerintahan.

3. SOP Penanganan Surat masuk.

Disimpan dalam benluk Softcopy dan Hardcopy.@edur, maka akan berdampak Pada

penyusunan RKA dan DPA.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kqpala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Psrencanaan,
Evaluasi dan

Pglapolan

Kopala Biro
Pgmerintahan

Kelengkapan Waktu Output

4 o 7 8 I 10

1 Menugaskan kepala sub bagian TU untuk menyusun rencana
kerja biro peme.intahan. f " "-l\--r-

Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
mengumpulkan bahan penyusunan renja biro pemerintahan dari
tiap{iap bagian dan menyerahkan kepada Kasubag TU.

--=-,
tr-

Disposisi 15 menit Disposisi

3. Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penwsunan renja biro
pemerintahan kepada Kasubag TU.

v---n Disposisi 3 hari Bahan penyusunan
rencana ke4a biro
pemerintahan, disposisi

Menyusun konsep rencana kerja biro pemerintahan dan
menyerahkan kepada kabag.

J

--f-_l----
Bahan penyusunan
rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

l minggu Konsep rencana kerja
biro pemerintahan,
disposisi

5. l\4emeriksa konsep rencana ke.ja biro pemerintahan. Apabila
setuju memberi paraf dan menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada
kasubag untuk diperbaiki.

Konsep rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

2 Jam Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

6. Memeriksa draf rencana kerja biro pemerintahan Apabila setuju
menyampaikan kepada kabag unluk mempersiapkan rapat Iidak

Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

2 )am Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

pemoanasan orat renqrna KeDa oan apaola uoaK seluju
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki-

7 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan rapat
pembahasan draf rencana kerja biro pemenntahan. lr-

Draf rencana ke4a biro
pemerintahan, disposisi

15 Menit Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

8 Mengundang para kabag, kasubag dan pejabat pelaksana untuk
men.rik"li renal nemhahasan draf rencana keria vano dioimoin

Y

| 
-

Draf rencana kerja biro
pemerintahan, disposisi

15 Menit Draf rencana kerja biro
pemerintahan, undangan

oleh kepala Biro Pemerintahan.

9 Rapat pembahasan draf rencana kerja biro pemeantahan yang

f------}-tF-
J--.-T--__l

-:r-
Draf rencana kerja bko
pemerintahan, undangan

2 Jam Draf rencana kerja biro
pemerintahan, notulen
rapar

urp rrPrl uErr 
^sPd,d 

uru Pe,,,s,,,trd,d,, ud,, rrrcrrvso!^al
kasubag TU untuk menyempurnakan sesuai hasil rapal- =

10 lvlenyempumakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat dan
menyampaikan kepada kabag. ---t--t

Draf rencana kerja biro
pemerintahan, notulen
raoai

l Hari Draf rencana kerja biro
pemerintahan. notulen

1 Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana kerja. Apabila
setuju memaraf dan menyampaikan kepada kepala biro
pemerintahan. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
kasubag untuk memperbaiki.

Tidak
Draf rencana kerja biro
pemerinlahan, notulen
rapat

2 Jam Draf rencana keria biro
pemerintahan, notulen
rapar

12 Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana kerja. Apabila
setuju menandatangani dan menyampaikan kepada kabag.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kabag untuk
memperbaiki.

ndak $ Draf rencana kerja biro
pemedn(ahan, notulen
rapat

1 Jam Dokumen rencana kerja
biro pemerintahan

d-

I

-l

I



kasubag TU untuk didistribusikan

dokumen rencana kerja biro
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Na Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

, Pelaporan

Kepala Biro
Pemerintahan Kelengkapan Waktu

:.:

Output

1 2 3 a 5 6 7 I I 10
13

I

Jokumen renc:tna kerja
)iro pemerintahan

10 menit uoKumen rencana kerja
biro pemerintahan

14 .tr
I

uoKumen rencana kerja
biro pemerintahan

10 menit uol(umen rencana kerja
biro pemerintahan

15 Mendistribusikan dan Mendokumentasikan dokumen rencanr
(erja biro pemerintahan. +

|t'* J

Llol(umen rencana kerja
biro pemerintahan

l jam Jokumen rencana kerja
)iro pemerintahan, bukti
iokumentasi.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAEMH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

l a\ePara E

) Setda Provinsi Tenggara Timur,f

Penyusunan Rencana Kegiata! dan Anggaran (RKA) di Biro

'l. Pendidikan minimal SLTA.
2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
3. Menguasai komputer.
4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

1 peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa T

Timur.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

1. ATK-
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan surat masuk.

3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.tidat oitakuxan sesuai prosedur maka akan berdampak pada

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan'

f,mor

Ianqqal Re'
)er

Disahkan oleh

Judul SOP

asar Hukum oelaksana :

eterkaitan :aoan:

:an an dan pendataan :



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Pemerintahan

Umum

Kepala Sub
Bagian Tata

Usaha

Analis
Perencanaan,
evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Perierintahan

Kelengkapan Waktu Output

I z 3 4 5 6 7 I I 10
1 Menugaskan kepala sub bagian untuk menyusur

rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Birc
Pemerintahan.

I M"r.-
Agenda Kerja 15 Menit )isposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dar
perencanaan untuk menyiapkan bahan kelengkapar Ett-

Disposisi '15 menit )isposisi

penyusunan rencana l(eglatan clan anggaran dar
tiap{iap bagian dan menyerahkan kepada kasubag.

2 Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunar
renacana kegiatan dan anggaran dari tiap-tiat

*

Disposisi 1 Hari 3ahan kelengkapan
lenyusunan rencana

bagian dan menyamparKan Kepada Kasubag. (egratan dan anggaran
:RKA) Biro Pemerintahan
lari tiap-tiap bagian.

4. Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggarar
Biro Pemerinlahan kemudian menyerakan kepade
kabag.

Bahan kelengkapan
penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran
(RKA) Biro Pemerintahan
dari tiap{iap bagian.

3 Hari (onsep rencana kegialan
lan anggaran (Konsep
?KA) Biro Pemerintahan

Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggarar
Biro Pemerintahan. Apabila setuju memberi para'

dan menyampaikan kepada kepala birc
pemerintahan. Apabila tidak setuju mengembalikar
kepada kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

Konsep rencana kegiatan
dan anggaran (Konsep
RKA) Biro Pemerintahan

1 Jam Draf rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerinlahan.

6 Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Birc

Pemerintahan. Apabila setuju menandatangani dar
menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak setujL
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

Tidak

Draf rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan.

1 Jam Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan.

Menyerahkan rencrna kegiatan dan anggaran Birc

Pemerintahan kepada Kasubag.

*
Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan.

15 menit Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

8 Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Birc

Pemerintahan kepada analis perencanaan, evaluas
dan pelaporan. *

Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

'15 menit Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

o \tenggandakan, mendistribusikan dar
]lendokumentasikan.

v
(@l

Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, disposisi

15 menit Rencana kegiatan dan
anggaran Biro
Pemerintahan, bukti
dokumentasi

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 25 Seotember 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif N
Disahkan oleh Kepala Bi\ovemerintahan

N Setda Provinsjr\udg tenggara Timur, IIM,
\/

vtKToRtus iltANEK, s.sos. M.si
rr-Fliso5-iE66rs%6Tiioo

Judul SoP Pembuatan TOR dan RAB di Blfo Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

t Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

1. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan program dan anggaran.
Memahami tugas dan fungsi biro pemerintahan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Biro Pemerintahan.

2. SOP penanganan surat keluar.
3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.

4. Renstra, DPA, TOR, RAB.

5. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

noabita tiOak ditafsanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada pelaksanaan

keqiatan di Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .
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No. Tahap Kagiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala
Sub.Bagian

Pejabat
Pelaksana

Kepala Bagian
Kepala Biro

Pemerintahan
Bendahara Kelengkapan Waktu Output

3 4 7 I I 10

1 Menugaskan pejabat pelaksana untuk
mempersiapkan bahan p€nyusunan TOR dan
RAB sebagai syarat pencairan dana kegaatan

dan menyampaikan kepada kasubag.

r","lL
Agenda kerja 15 menat Disposisi

2. Mempersiapkan bahan dan menyusun konsep
TOR dan RAB kemudian menyerahkan kepada
Kasubag. f

Disposisi l Jam Konsep TOR dan RAB

3. Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyerahkan kepada Kabag. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Peiabat
Pelaksana untuk memperbaiki-

Tidak

Konsep TOR dan RAB 30 Menit Konsep TOR dan RAB

4. Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala
Biro Pemerintahan. Jika tidak setuiu
mengembalikan kepada Kasubag untuk
memDerbaiki.

Tidak

Konsep TOR dan RAB 30 menit Drat TOR dan RAB,
disposisi

5. lvlemeriksa draf TOR dan RAB. Jlka setuiu,
menandatangani dan mengembalakan kepada
kabag.Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Kabag untuk memperbaiki.

lridak
Draf TOR dan RAB,
disposisi

30 menit ToR dan RAB, disposasi

6 Menerima dan memberi petunjuk kepada
kasubag.

v
---t______J

TOR dan RA8, disposisi 10 menit TOR dan RAB, disposisi

7 Menyampaikan TOR dan RAB kegiatan kepada
bendahara Biro.

v
lf-

TOR dan RAB, disposisi 10 menit TOR dan RAB, disposisi

8 Mempersiapkan dana pelaksanaan kegiatan
setiap bagian sesuai jadwal alur kas,
mendokumentasikan dan mengarsipkan. L*9!

TOR dan RAB, disposisi 1 lam TOR dan RAB, dan
lersedianya keuangan
kegiatan.

v
--1-rl

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 25 Seotember 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif n
Disahkan oleh . Kepala Qilg Pemerintahan

I Setda Provins\N\sa Tenggara Timur, 
f.,'

NrP. 19691008 199503 1 006
Judul SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS ai d"{o eemerintattan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 fahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2STahun 2017 Tentang petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

4.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan.

2. SOP Laporan Bulanan, Triwulan, Semester.

1. Rtx.
2. Komputer/laptop dan printer

3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.
5. BKU.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Biro Pemerintahan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU/LS.

15



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana
riail

Mutu Baku

KeteranganKepala Sub
Bagian TU

Bendahara
Kabag

Pemerintahan
Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

2 3 /t 5 6 7 I 9 10

1. Menugaskan bendahara membuat konsep
SPP GU/TU/LS dan menyampaikan kepada
kasubag.

Fungsional pengeluaran,
Pengesahan SPJ, Buku Kas
Umum (BKU), Laporan
Pertanggungjawaban uang
persediaan, ringkasan SP2D,
Rekening Koran Bank,
regoster penutupan Kas,
Laporan penutupan kas
bulanan, Buku Pembantu
Pajak dan DPA.

10 menit Disposisi/petunjuk

2. Menyusun konsep SPP GU/TU/LS dan
menyampaikan kepada kasubag. r-

F
Disposisi/petunjuk 1 Jam Konseo SPP GU/TU/LS

2 Meneliti dan memverifikasi berkas konsep
SPP GU/TU/LS. Apabila setuju, memaraf dan Tidak

Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit Konsep SPP GU/TU/LS

menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke bendahara untuk
diperbaiki. Ya

4. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan
berkas konseo SPP GU/TU/LS. Apabila Ya

Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit Konsep SPP GU/TU/LS

setuJu, memaral dan menyampalKan Kepaoa

kepala biro . Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

5 Memeriksa konsep SPP GU/TU/LS. Apabila
setuju, menandatangani dan diteruskan ke

kabag. Jika tidak setuju, mengembalikan ke

kabag untuk diperbaiki.

I
I

Tidak

Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit SPP GU/TU/LS

Menyampaikan kepada kasubag untuk
Citindaklanjuti. J

--1_J
SPP GU/TU/LS 10 Menit SPP GU/TU/LS

Menyampaikan kepada bendahara untuk
ditindaklanjuti. +-rll-

SPP GU/TU/LS 10 Menit SPP GU/TU/LS

8 Menindaklanjuti dan mendokumentasikan
SPP GU/TU/LS Biro Pemerintahan. t sglgsai J

SPP GU/TU/LS 'l Jam SPP GU/TU/LS

YA

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 25 September 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif n
Disahkan oleh Kepala B[r{ Pemerinlahan

f\SetOa erovinsi\\sa Tenggara Timur I
r>\ I I

tifiAt-/
vlKToRrus!rANEK. s.sos. M.Si

NrP. 19691i008 199503 1 006

Judul SOP Pengajuan SPP UP (UANGPERSEDIAAN) di Biro
Pemerintahan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang teknis
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

1.

2.

PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1

J

SOP oembuatan TOR dan RAB di Biro Pemerintahan.
SOP penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan , Semester.
SOP Pengajuan SPP GU/TUiLS di Biro Pemerintahan

1. ATK.
2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.
5. BKU.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan
di Biro Pemerintahan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU.

1



.No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Sub Bagian
TU

Bendahara
Kabag

Pemerintahan
Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9

1 Menugaskan bendahara membuat konsep SPP UP dan
menyampaikan kepada kasubag.

Agenda kerja 10 menit Disposisi/petun
juk dan
dokumen
pelaksanaan
anggaran

2. Meneliti dana dalam DPA Biro Pemerintahan dan membuat
konsep Surat Permintaan Pembayarcn (SPP) UP sesuai
pagu dalam DPA.

Disposisi/petunjuk
dan dokumen
pelaksanaan
anggaran

1 Jam Konsep SPP
UP

3. Meneliti dan memverifikasi berkas konsep SPP UP. Apabila
setuju, memaraf dan menyampaikan ke kabag. Jika tidak
setuju, mengembalikan ke bendahara untuk diperbaiki.

't dak

Konsep SPP UP 30 Menit Konsep SPP
UP

4. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas konsep
SPP UP. Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada kepala biro pemerintahan. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak (a

Konsep SPP UP 30 Menit Konsep SPP
UP

5. Memeriksa konsep SPP UP. Apabila setuju,
menandatangani dan diteruskan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kabag untuk diperbaiki.

Tidak
Konsep SPP UP 30 Menit SPP UP

6 Menyampaikan kepada kasubag untuk ditindaklanjuti. fi SPP UP 10 Menit SPP UP

7 Menyampaikan kepada bendahara untuk ditindaklanjuti. n SPP UP 10 Menit SPP UP

8 Menindaklanjuti dan mendokumentasikan SPP UP Biro
Pemerintahan. r*J SPP UP 1 Jam SPP UP

I

I

I



i"ffiiJri'r',1

FEiGiuangajuan spttn UP/GUffU/Lq di Biro Pemerintahan

1'PNS, JuJLlL teliti, tanggung jawab.

2. Pendidikan minimal SLTA.
ng PengelolaanPeraturan Pemerintah Nomor c

Keuangan Daerah.
p"r"tri"n Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025.
F"i"trt"" Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah _- r^^r.nd pad.lman
;!..."'tu.""i.il;il;i'?;N-il RB Nomor 35 rahun 2012 tentans Pedoman

p"nyr"rn"n dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
p"r"iur"n Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
'p"ir"]rr f"t"i" Penyusunan d-"-n P"l"k""nu"n Standar Operasional Prosedur

p,J.ini"tr""i Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

1. ATK.
2. Komputer/laptop dan Printer.
3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.

@BiroPemerintahan
SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan' Semester'

Pencatatan dan
ilisimpan seuagai data elektronk dan nual dokumen sPP UP/TU/GU/LS'

nghambat Pelaksanaantidak dilaksanakan sesual Pro

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

2.

4.

6



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Sub
Bagian TU

Kabag
Pemerintahan

Umum

Kepala Biro
Pemerintahan

Bendahara Kelengkapan Waktu Output

1 1 5 7 8 10

1 Menyusun dan memaraf konsep SPM UP/GU/TU/LS
serta menyampaikan kepada kabag.

SPP UP/GU/TU/LS
yang telah
ditandatangani
kepala biro
pemer,ntahan.

30 menit konsep SPM
UP/GU/TU/LS

2. Meneliti dan memveriflkasi berkas konseD SPM
UP/GU/TU/LS. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan ke karo. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

konsep SPM
UP/GU/TU/LS

15 menit konsep SPIVI

UP/GU/TU/LS

3. Memeriksa konsep SPM UP/GU/TU/LS. Apabila setuju,
menandatangani dan menyampaikan ke kabag.
Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk
dioerbaiki.

Tidak

konsep SPM
UP/GU/TU/LS

15 menit SPM
UP/GU/TU/LS

Yal
Menerima dan menugaskan kasubag untuk
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS.

SPM UP/GU/TU/LS 1O menit SPM
UP/GU/TU/LS

5. Menerima dan menugaskan bendahara untuk
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS.

SPM UP/GU/TU/LS 10 menit SPI\,4

UP/GU/TU/LS

6 Mendistribusikan SPM UP/GU/TU/LS ke BPPKAD dan
mendokumentasikan SPM UP/GU/TU/LS Biro
Pemerantahan.

v
L:!4

SPM UP/GU/TU/LS 30 menit SPIV
UP/GU/TU/LS

-____Y_

L___l-
I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN OTONOMI DAERAH

TenSgara Timur, 
l_'

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 7a tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan
Tanggapan atau saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Oaerah

Pendidikan minimal Sl
Memahami tata naskah dinas

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk
3 SOP Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah (LPPO) Povinsi

NTT

Pencatatan dan
Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan

pada ketidaktepatan waktu penyampaian LPPD dan kualitas data/informasi
Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN OTONOMI DAERAH

Penyusnnan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Memahami sistematika penyusunan laporan.

4. Memahami tata naskah dinas.

D kePada Pemerintah'

LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepad Masyarakat'

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025.
g. peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

P;[;J"k Teknis Penyusunan djn Pelaksanaan Standar operasional F

Rdministrasi Pemeriniahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa T

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

1l-oP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Pemerintahan'

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Pemerintahan'

Pencatatan dan
Dlsirnpan datam bentuk Sortcopy dan Hardcopy.tidak dipatuhi maka akan

)ak oada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas

dalam LPPD Yang tidak valid



Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Kegiatan

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

Kabag
Pengembangan
Daerah, Peiabat

Daerah, dan Pejabat
Politik

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

4 6 7 I 9 10

1 -__.------_----- Agenda Kerja 15 menit Disposisi
1 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

konsep laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah (LPPD). ry_
Disposisi 15 menit Disposisi

*
2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasl

dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan

penyusunan LPPD dari tiap-tiap bagian dan

menyerahkan kePada XTL|!39,-
---rr-

-l_J
Disposisi t hari Bahan laporan, disposisi

fr 66liil-u xa're n g u m p u xa n o a n m e n ye ra h ka n ba h a n

penyusunan LPPD kePada Kasubag'
Rahan laooran. disoosisi t hari Konsep LPPD Biro,

disposisi4. t\4engortsep 
- LPPD kemudian menyerahkan

kepada Kabag.
Konsep LPPD Biro,
disposisi

l jam Draf LPPD Biro, disposisl

5. MEmEriGa tonsep t-ppO Jika setuju

menyampaikan kePada kePala biro

pemerintahan. Jika tidak setuju mengembalikan

kepada Kasubag untuk diPerbaiki

--''."1
Ya

.l

b
Draf LPPD Biro,
disposisi.

'1 jam LPPD Biro, disposisi

o. trtetner-n'erirsi orart-nrerirsa orart lppo. Jika setuju

menandatangani dan menyerahkan kepada

Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada

Kabag untuk diPerbaiki.

Tidak

Ya

LPPD Biro, disPosisi 10 menit IPPD Biro, disposisi
Menfratkan LPP- kepada Kasubag untuk

ditindaklanjuti. *
LPPD Biro, disposisi 10 menit LPPD Biro, disposisi

I Gnyerantan LPPD kepada analis perencanaan'

evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti' ll-
.1,

@
l-PPD Biro, disposisi l jam LPPD Biro, bukti

dokumentasi9 Me"Sgandakan- mendistribusikan dan

mendokumentasikan LPPD Biro Pemerintahan'



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGIAN OTONOMIDAERAH

Nomor SOP
Tanqqal Pembuatan 25 September 2018
Tanqgal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Pemerintahan

Setda eiovinfuusa Tenggara Timur

\/
(TORIUS MANEK S.SOS . M
ffi31006

JudulSOP Fasilitasi Pembentukan Cal{n Daerah Persiapan (CDp)
Otonom Baru Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berlaku.
2. MenguasaiTata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/Perleng kapan :

1.

2.
SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Perinqatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Hasilverifikasidokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kota diperlukan untuk
dijadikan dasar untuk menerbitkan persetujuan bersama DPRD Provinsi NTT
dengan Gubernur NTT untuk daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

2. Hasilverifikasidokumen usulan pemekaran Kabupaten/Kotamenjadi dasar bagi
Gubernur untuk mengusulkan pembentukan Daerah Persiapan kepada
Pemerintah Pusat. DPR Rldan DPD Rl.

1. Persetujuan bersama DPRD Provinsi NTT dengan Gubernur NTT tentang
pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Kabupaten/Kota.

2. Dokumen usulan pembentukan daerah Perisiapan Kabupaten/Kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.



No. Tahap Kegiatan

U BaKU

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan Pejabat
Politik

Kasubag
Pengembangan

Daerah

Analis
Pengembangan

Wilayah
Asisten I Sekda Gubemur Kelengkapan Output

1 Menelaah disposisi Gubemur, Sekda dan AS I

serta memb€ikan pelunjuk kepada Kabag
lerkail surat masuK @-

Peratulan PeruUan Oisposisi
Gub, Sekda dan As I

10 menit PeEturan PerlJljan
Disposisi Gub, Sekda
dan As I

Terkait SOP
Adm Surat
Masuk

2. Menelaah disposisi Gubemur, Sekda, AS I dan
Kepala Biro Pemeintahan s€da membagi lugas
dan memb€rikan p€tuniuk kepada Kasubag
lerkait sural masuk

-

Peraturan PeruUan Disposisi
Gub, Sekda, As I dan Karo

10 menit Peratu€n PerUUan
Disposisi Gub, Sekda,
As ldan Karo

3. Venelaah oan melakuLan disposisisural masuk

sesuaipetunjuk pimpinan dan memberi arahan
kepada Analis Pengembangan Wilayah untuk

Peraturan PedJUan Disposisi
Gub, Sekda, As ldan Karo,
Kabag Pengembangan
Daerah, Pejabat Daerah dan
Pejabat Politik

10 menit Peraturan PerUUan
Disposisi Gub, Sekda,
As ldan Karo, Kabag
Pengembangan Daerah,
Pejabat Oaerah dan
Pejabat Politik

menindaklanjuti surat masuk

lvlelakukan Pengumpulan data dan informasi
terkaat surat masuk

-___v_-t_J
Data dan Informasi 1 jam Data dan Informasi Terkait SOP

Adm Surat
lvlasuk

5. lvlenerima dan menelaah hasil pengumpulan

data dan informasi terkait sural masuk dari
Analis Pengembangan Wilayah lf-

Data dan lntormasi jam Data dan Infomasi

6. [,lelakukan verifikasi dokumen usulan dimaksud
sesuai ketentuan Perundang-undangan yang

b€flaku

Peraturan PeruUan, Disposasi
Gub, Sekda, AS ldan Karo,
Kabag Pengembangan
Daerah, Pejabat Oaerah dan
Pejabat Politjk, Ookumen
Pemekaran Kat'/Kota

3 hari Rekapitulasi syarat
pembenlukan calon
Daerah Persiapan (CDP)
Kab/Kota

t. Menelaah dan mengo€ksi hasil verjfikasi Peraturan PerUUan, Oisposisi
Gub, Sekda, AS i dan Karo,
Kabag Pengembangan
Daerah, Pejabat Daerah dan
Pejabat Politik, Dokumen
Pemekaran Kab/Kota

2 han Rekapitulasi syarat
pembentukan Calon
Daerah Persiapan (CDP)
Kab/Kota

L Menugaskan Analis Pengembangan Wilayah
membuat draf surat keluar dan rekomendasi
Gubernur te*ait usulan penetapan CDP
Kab/Kota berdasarkan regulasi, data dan
informasi

,,

tr-
Data, Informasi dan Pe€turan
PedJUan

1 jam Data, Informasidan
Peraturan PerUUan

9. Membuat draf slrat keluar dan rekomendasi
Gubemur terkait usulan oenetaoan CDP
Kab/Kota berdasarkan regulasi, datia dan
nformasi dan mengajukan kepada Kasubag

+
--1 |--f,--

Data, Informasa dan Peraturan
PerljlJan

1 Jam Data, lnforhasi dan
Peraturan PerUUan

terkait SOP
Adm Surat
Masuk dan
SOP Sutat

10. Menelaah dan mengoreksi dlafsurat keluar
dan rekomendasi Gubernur te*ait usulan

.fr

fidak
Data, lnfomasi, Peraturan
PerUUan dan draf sural keluar

1 lam Data, Informesi,
Peratuaan PeruUan dan
draf sural keluarpeneiapan COP f€b/Kota berdasarkan regulas .

data dan informasi dan mengajukan kepada
Kabag

I

I



No. Tahap Kegiatan

u 8ak0

KeteaanganKepala Biro
Pemedntahan

Kabag
Pengembangan
Oaerah, Pejabat

Daerah dan Peiabat
Politik

Kasubag
Pengembangan

Dae6h

Analis
Pengembangan

Wilayah
Asisten I Sekda Gubemur Kelengkapan Output

1t. Venelaah, mengoreksi konsep surat keluar dan
Tengajukan konsep surat keluar kepada Kepala
Bno

flf
Tdak I

d€t sural keluar I jam draf surat keluar

12. Mengoreksi surat keluar, membubuhkan palaf
dan meneruskan kepada Asisten I -+ idak 

I

dlal surat keluar 15 menit draf surat keluar

13 Mengoreksi surat keluar, membubuhkan paraf

dan meneruskan kepada Sekda + draf surat keluar 15 menit dtaf surat keluar

Menelaah dan menandaiangana sural keluar hq + draf surat keluar 15 menil draf surat keluar

T5. Menyamparkan lepada tata us€ha untuk pros€s

selanjutnya sampai dengan pengiriman

tg::J
draf surat keluar 5 menit surat keluar terkait SOP

Surat Keluar



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARTAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT PO

Setda Provinsi

Fasilitasi Pemekaran

Hukum:
1. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman

Penyusunan dan Penerapan standar operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2g rahun 2017 tentang petunjuk reknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan pemerintah provinsi NTT.

Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berraku.
Menguasai Tata Naskah Dinas

1. ATK
2. Komputer dan printer
3. Telepon / Faximiti

Pencatatan dan Pendataan:
verifi kasi dokumen usuran pemekaran rGcam@
rnurdalam menerbitkan rekomendasi pemekaran kecamatan baru untuk

persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Rekomendasi Gubernur NTT
disampaikan kepada menteri Dalam Negeri Republik Indonesia..

2. SOP Penanganan Surat Keluar



sena memberikan petunjuk kepada Kabag
Gub, S€kda dan As I

Kepala Biro Pemerinlahan serla
li tugas dan memberikan petunjuk
Kasubag terkait sural masuk

Sekda, As I dan Karo

sesuai petunjuk pimpinan dan
arahan kepeda staf unluk Sekda, As I dan Karo,

Pengembangan
Pejabat Daerah dan
Politik

rlGn pengumpulan
surat masuk

verifikasi dokumen usulan
Sekda, As I dan Karo,

Sekda, As I dan Karo,

draf surat keluaa dan rekomendasi
Kepada Mendagri untuk

persetujuan Menteri bagi

Kepada Mendagri untuk
persetujuan Menteri bagi

kecamatan baru dan mengaiukan

rekomendasi Gubemur Kepada Mendagri
menerbilkan persetujuan Menteri bagi
(aran Kecamatan baru dan mengajukan

Tahap Kegiatan

sana

Kcpala Biro

Kabag
Pengembangan
Oae.ah, Pejabat

Da€mh dan
Pelabat Po {k

Kasubag

KeteranganAsislon I S€kda Analis
Kelongkapan Waktu OutputDaelah

1.

@ reraluran t,eruuan
Disposisi Gub, Sekda
dan As I

Te.kait SOP
Adm Surat
Masuk2.

3.

-l--tr- __l Peraturan PerUUan
Disposisi Gub, Sekda,
As I dan Karo

Gub, Sekda,

4.

l
I

I

terkait soP
Adm Surat

5.

I

3 hari Rekapitutasi syarat
pembentukan Calon
Kecamatan Baru

Mcneraan oan mengoreksi hasil verifikasi
ooKumen usulan 2 hati ReKapIutasi syarat

pembentukan Calon
Kecamatan Baru

7. PeiabatPolitik. Dokumen

*]
I

PerUUan
uata, Inrcmasi dan
Peraluran PeruUan

L
Data, Informasi danTeEilE
PeruUan

llam_loata, tnformisi dii-
Peraluran PerUUan

rerkait SOP
Adm Sural
Masuk dan
SOP SuratL

T
fD

Tidak
I l jam Data, Informasi dan

Peraluran PerUUanPerUUan



No. Tahap Kegiatan

(sana nG Btku-

KetgranganKepala Blro
Pemerintahan

Kabag
Pengembangan
Da€rah, Poiab.t

Daerah dan
Perabat Politik

Kagubag
Pengembangan

Da€lth
Asisten I Sekda Gubernur

Analls
D€sa,/Kelurahan Kelengkapan Waktu Output

10. Menelaah, mengoreksi konsep sural keluar
dan mengajukan konsep surat keluar kepada
Kepala Biro

fz])r
dak I

Draf surat keluar 1 jam Draf sural keluar

11 Menelaah, mengoreksi sural keluar dan
membubuhkan paraf r"+ Tidak

Draf sural keluar 15 menit Draf surat kelut

Menelaah, mengoreksi surat keluardan
membubuhkan paraf Tidak +-l

Draf surat keluar 15 menil Draf surat keba;

llenelaah, mengoreksi surat keluar dan
membubuhkan paraf t*+ Draf surat keluar 15 menit Drat surat keluar

14. Menelaah, mengoreksi dan menandalangani
surat keluar ll9:l

0+ Draf surat keluar 15 menit Sural keluar

15. Menyampaikan kepada tata usaha untuk
proses pengiriman sural keluar tersebut. ._q(:.*J

Surat keluar 5 menil Surat keluar terkait SOP
Sural Keluar



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT

25 September 2018

Fasilitasi Proses eaminis
Kepala Daerah

Hukum: Kualifikasi
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang eemerinta#;Eaeral-r.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur,
Bupatidan Walikota menjadi Undang-Undang .

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan standar operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk reknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah provinsi NTT.

Pendidikan minimat SLTA
Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berraku.
Menguasai Tata Naskah Dinas

1.

2.
SOP Penanganan Surat Masuk 1.

2.
3.

dan Pendataan :
verifikasi dokumen usulan Pengesahan xepata@

dasar usulana ke Menteri Dalam
men usulan pengesahan Kepala Oa
Tenggara Timur.

SOP Penanganan Surat Keluar



No, Tahap Kegiatan

u Baku

KeleranganKepala Biro
Pemerlnlahan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan
Pejabat Politik

Kasubag
Pejabat daerah

dan Pejabat
Politik

Asisten I Sekda Gub€mua
Analis

Pemerintah
Daerah

Kelengkapan Output

1. Menelaah disposisi Gubemur, Sekda. As ldan Kepala
Biro Pemerinlahan serla membagilugas dan
mer.benkan petunjuk kepada Kasubag terkait usulan
pelanlikan Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah. @

Peraturan PerUUan Disposisi
Gub, Sekda dan As I

10 menit Peraluran PerljlJan
Disposisi cub, Sekda
dan As I

Terkait SOP
Adm Surat
Masuk

2 Menelaah disposisi Gubemur, Sekda, As ldan Kepala
Baro Pemerinlahan seda membagitugas dan
memberikan petunjuk kepada Kasubag terkail usulan
p€lanlikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

tF-

Peraturan PerUUan Disposisi
Gub, Sekda, As ldan Karo

10 menit PeGturan PeruUan
Disposisi Gub, sekda,
As ldan Karo

3. l enelaah dan melakukan disoosisi usulan oelantikan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai
petunjuk pimpinan dan memberi arahan kepada Analis
Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya.

Peraluran Peruuan Disposisi
Gub, Sekda, As ldan Karo,
Kabag Pengembangan Daerah,
Pejabat Dae€h dan Pejabal
Politik

'10 menit Peratulan PerlJUan
Disposjsi Gub, Sekda,
As I dan Karo, Kabag
Pengembangan Dae€h,
Pejabat Daerah dan
Pejabar Potitik

[,,lelakukan verilikasi dokumen usulan p€ngesahan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teDilih

Peraturan PerUUan, Disposisi
Gub, Sekda, As I dan Karo,
Kabag Pengembangan Daerah,
Pejabat Dae€h dan Pejabat
Politik, Dokumen Pemekaran
Kab/Kota

3 hari Rekapitulasi syarat
Pembentukan Calon
Daerah Persiapan (COP)
Kab/Kota

5 Membual draf surat keluarte*ait usulan pengesahan
Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah berdasarkan
regulasa, data dan anformasi dan meneruskan kepada
Kasubag. *

Data, Informasi dan Peraturan
PerUUan

1 jam Draf sural keluar Terkait SOP
Adrn Su.at
Masuk dan SOP
Surat Keluar

6 Menelaah dan mengoreksi draf surat usulan
p€ngesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
berdasarkan regulasi, dala dan informasi dan
meneruskan kepada Kabag.

Tidak
Data, Informasi dan Peraturan
PeruUan

1 jam Oraf surat keluer

7. Menelaah, mengoreksi draf surat usulan pelantikan dan
mengajukan drafsurat tersebut kepada Kepala 8iro. r + Draf surat keluar 1 ,am Draf su€t keluaa

8. Menelaah, mengoreksi surat keluar, membubuhkan
oaaaf dan meneruskan keoada Asasten L r+ Tidak I

Dlaf surat keluar 15 menit D€f sural keluar

9. Menelaah, mengoreksi surat keluar, membubuhkan
oaraf dan meneruskan keoada Sekda. Tidak + Draf sural keluar 15 menit Draf sural keluar

10. Menelaah, mengoreksi surat keluar, membubuhkan
paraf dan meneruskan kepada Gubemur. lTidak+_l Dmf sural keluar 15 menit Oraf sural keluar

11. Menelaah, mengoreksi surat keluar dan
menandatangani surat keluar. lIidaN+ I

'lrl

Drafsurat keluar 15 menit Sulat keluar

I

I

I

I



No. Tahap Kegiatan

u Baku

KeteranganKepala Biro
Pemerintahan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

oaedh dan
Pejabat Polruk

Kasubag
Pejabat daerah

dan Pejabat
Polruk

Asisten I Sekda Gub€mur
Analis

Pemerintah
Daerah

Kelengkapan WaKu Output

'12. Menyampaikan kepada tata usaha rintuk proses

pengesahannya,

Surat keluaa 5 menil Surat keluer Terkail SOP
Sural Keluar

13. Memfasilitasi usulan p€ngesehan Kepala daerah dan

Wakil Kepala Oaerah kepada lrendagrj di Jakarta
sampai lerbitnya Kepuiusan Mendagri tentang

Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

.__J_
tjs:J

Dokumen usulan dan sural
usutan

14 han SK Mendagri
I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

IAN PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT

Fasititasi Proses lcmrnisffi
(PAW) Anggota DpR, DpD asat provinsi Nusa Tenggara
Timur dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota se-Hlsa

1. Undang-Undang Nomor23 T
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis permusyawaratan

Rakyat, Dewan Penryakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata iertib DPRD.. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan standar operasional prosedur Administrasi. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2g rahun 2017 tentang petunjuk reknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasional prosedurAdministrasi

2. Menguasai Peratruran perundang-udangan terkait yang berraku.
2. MenguasaiTata Naskah Dinas

1. Pendidikan minimat SLTA

ATK
Komputer dan Printer

1.

2.
3.

Pencatatan dan PenOataanl
Hasil verifikasi dokumen usuta
Gubernur dalam menetapkan Keputusan dan usulan pAW untuk mendapat

Apabila Fasilitasi Penggantian Antar waktu terlambat dilakukan akan berdampak
pada terlambatnya PAW Anggota DPRD provinsi NTT

Negeri
3. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1. Hasil verifikasi dokumen untut
2' Hasilverifikasi dokumen PAW DPRD Provinsi untuk diusulkan ke Menteri Dalam

2. SOP Penanganan Surat Keluar



AsEten I

Pelaksana Mutu Baku

Kete|"angan
No.

L

Uraian Paosedur

ffi
selanjutnya mendisposisi usulan tersebul

Gubemur

@

Sekda
Kepala Eiro

Pemerintahan

Kabag
Pengembangan
Dae.ah, PeJabat

Daerah dan Pejabat
Polltlk

Kasubag Peiabal
Daerah dan

Peiabat Politik

Analis PeInerlntah
Daereh

Kelengkapan Output

Surat usulan PAW dad
DPRD

30 menit Su6t usulan PAw dari
DPRD dan disposisi

Terkait SOP Adm
Su6t Masuk

Surat usulan PAW dari
OPRD

30 ment Surat usulan PAw dari
DPRD dan disPosEa2 M nelaah surat Kelua DPRD lentang usulan PAW

disoosisi Gubemur untuk ditindaklaniuti

-
Sulat usulan PAW dari
DPRO

Sural usulan PAw dari
DPRD dan disposisi3 fiInetaan surat Ketua oPRD tentang usllan PAw

(tisposisi Gubemur dan disposisi Sekda untuk

ditindaklaniuti

- 0
t----l

Surat usulan PAw dari
DPRD

30 menit Sorat usulan PAW dan
Menel-aah suratusutan PAw dan disposisi
pimpinan selanjuinya mendisposisi dan

menugaskan Kabag melakukan verifikasi

kelengkapan administrasi usulan PAW

DPRD dan dasposisi

Sulat usulan PAW dari
DPRD dan disposisi

3 jam Su€t usulan PAw dari
5. rvEneiSSrr sUrat Ltstr+i pAW dan disposisi

Dimpinan selanjutnya mendisposisi dan

menugaskan Kasubag melakukan verifikasi

kelengkapan admanistlasi usulan PAW

fr--.l DPRD, disposasidan
petunjuk

6.

7

fr utan vem'tasioan lerkoo.danasi dengan

Kasubag Kepegawaian dan Keanggotaan pada

Setwan untuk kelengkapan dan kesesuaian

administ€si usulan s€lanjutnya nenugaskan Analts

Pemedntah Oaerah untuk membual konsep surat

Gubemurtentang usulan PAW anggota DPRD

Provinsi kepada Menteri Dalam Neged

Surat usulan PAW dari
DPRO, disposisi dan
peunluk

Kelengkapan dokumen
administ€si usulan PAW

frEilapraiapran tonsep surat Gubemul tentang usulan

PAW anggota DPRD Provinsikepada Menteri

Oalam Nege.i f r--1"-
Surat usulan PAW dari
DPRD, clisposasi,petunjuK

dan Kelengkapan
dokumen administ€si

I narl Konsep surat usulan
Gubemurdan
kelengkapan dokumen
administrasi usulan PAW

8

w-7I
Fengoret<sisuratusuanGubemurdan
(elengkapan s€rta kesesuatan dokumen usulan

dan meneruskan kepada Kabag fr Su6t usulan PAW dari
DPRD, disposisi,petunjuk
dan Kelengkapan
dokumen administrasi

30 menil Kons€p surat usulan
Gubemurdan
kelengkapan dokumen
administrasi usulan PAw

YA

I
+ Tidak

Konsep sulat usulan
Gubemur dan
kelengkapan dokumen
administrasi usulan PAW

25 ment Konseo surat usulan
9

10.

N!-Ei!-reksi sural usulan Gubemur dan

kelengkapan serta kes€suaian dokumen usulan

dan meneruskan kepada Asisten I

Gubemurdan
kelengkapan dokumen
administ€sa usulan PAW

l,rEn66Ers, rnern'arx surat usulan Gubemur

denoan lampilan helengkapan dan kesesualan

dok;men usulan se(a menerushan kepada Sekda

YA

<>
Tidak

Tidak
Kons€p sural usulan
Gubemur dan
kelengkapan dokumen
adminisfasiusulan PAW

25 meni Konsep su€t usulan
Gubemurdan
kelengkapan dokumen
administrasi usulan PAW

Ittt
Kons€p sural usulan
Gubernurdan
kelengkapan dokumen
administrasi usulan PAW

25 menit Konseo surat usulan
1',I. M66-reksi ; memaraf surat usulan Gubemur

dengan lampiran kelengkapan dan kesesualan

dokumen usulan serta meneruskan kepada

Gubemur T
til
+ Gubemurdan

kelengkapan dokumen
administrasi usulan PAW

I

I

I

_l



lampiran kelengkapan dan kesesuaian

frat usulan GLrbemur dengan

xeGngkapan dan kesesuaaan dokumen

ientang eAw enggota oPRD Provinsi

ientang Penetapan PAw Anggotia oPRD

ientang Penetapan PAW Anggota DPRD

ientang Penetapan PAW Anggota DPRD

tentang Penetapan PAW Anggota DPRD

ienlng eenetaPan elw Anggota DPRD

r lentang Penetapan PAW Anggota DPRD

dan menugaskan Anahs Pemerintah

menwsun konsep Sulai Gubemur tenEng

oaian penetiapan PAW Anggotia DPRD

I penyampaian penetapan PAW Anggora

Provinsi kepada Ketua DPRD

Keterangan

Tahap Keglalan Gubernur Sekda AsEten I
Kepala Biro

Pemedntahan

Kabag

KelengkaPan

(onsep surat usulan
Gubemurdan
kelengkaPan dokumen
administrasi usulan PAW

Output
Dae6h, Pejabat Daeruh dan

Pejabat Polruk
Daerah

25 men( Konsep surat usulan
Gubemurdan
kelengkapan dokumen__5'

ritY+ Tidak

I

Konsep sulat usubn I nail sural usulan Gubemur

Keluar
+ Tidak Gubemur dan

kelengkapan dokumen iokumen adminisl€sl

Surat usulan GubernurSurat usulan Gubemur 3 hafi

I
f, dan kelengkapan

dokumen administrasi
usulan PAW
Surat Mendagd tentang

dan Ke€ngKapan
dokumen adrninistrasi

'R"l2h PAW terkirim

30 men{ Sd.al Mendaon lentana

--l Anooota DPRO dan
Surat Mendagri tentangf DPRD

r tenbng l0 menl

-
I anooota DPRD dan

Surat Mendagritentang
DPRD
Surat M endagd tentang 30 menit

qnooota DPRD dan
Surat Mendagri tentang

Anooota DPRD dan
Surat Mendagritentang

I I DPRD dan Disposasi

Sural Mendagd tentang 30 menit

L__r
iurat Mendaori tentanq

I

l0 menit

lf- Anggota DPRD dan
Surat Mendaqri tentiang

__l
i lenGng 30 menit

Anggota OPRD dan)PRD dan Disposisi

Dae
pen)

Drsposrsl

. -__t- ri tentang I jam <onsep Surai Gubemur
jan Surat Mendagd

fr-enws.rn rotrsep sutat oLrbemur tentang-^- -l
k'-tF--rf

Pro\
/cIrPdE,lE'resPi,,.'. --.e-

lI <onsep Sulat Gubemur 30 menit Konsep Suaal Guoemur

,od;%ns€t5u,at 6u9e 
1n"' 

t":TJ-^ ,an Slrat Mendagd can surat Mendagn

e

Konsep Surat Gubemur
dan Surat Mendagn

t han <onsen Surat Gubemur+- Tidak iltt lan Surat Mendagn

tttl
Konsep Surat Gubem!r
lan Su.at M€ndagri

l0 menit
Tidak -rl I I

A6J

dan Su€t Mendagrj

r-I
t3J

+



llrutu Bafu

Kasubag P€jabat
Daeoh dan

Pejabat Politik

Analb Pemerintah
Daerah

Kelengkapan Output
Keterangan

No.

25

26.

U6ian Prosedur Gubemur Sekda Asbleo I
Kepala girc

Pemerinlahan

Kabag
Pengembangan
Daerah, Pejabat

Daerah dan Pejab
Politik

Konsep Surat Gubemur
dan Surat Mendaga

30 menrt Konsep Sural Gubemur

fi;noo;ks, dan memaraf konsep sural Gubemur

renk;o oenYampaGn penetapan PAW Anggota

DPRO-Provinsi kepada Ketua DPRD
YA

t--
Tidak

dan Surat Mendagn

Konsep Surat Gubernur
dan Surat Mendagri

30 menit Konsep Sural Gubemur

t\,lendAs, d;;e"'araf lonsep surat Gubemut

tenta;o oenvampatan p€netapan PAW Anggota

oPRD-irovinsi kepada Ketua DPRD t + Tidak

dan sural Menoagn

Konsep Sulat Gubernur

dan Surat Mendagri
1 narl Sural Gubemur dan

Sulat Mendagn
27 tlen-....=.....--anoatanganisutatcuoe-urtentang--^^

oenvampatan penetapan PAw Anggota Ur,KU

Provinsi kepada Ketua DPRO + Tidak

selesai

Su€t Gubemur dan Surat 5 menrt Surat Gubemur dan

SuratMendagd
Te*ait SOP Surat
Keluar

28. M!......--noinm srot cule.ur perinat p€nyampaian

Pen;Lapan Mendagn tentang Penelapan PAw

Anggota DPRD Provinsi

Mendagri

-T
)

I

I



PEMERINTAH PROVINST NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

BAGTAN OTONOMI DAERAH

Nomor SOP
Tanqqal Pembuatan 25 September 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Bir\ Pemerintahan

S€tda Provinsi Nqsa Tenggara Timur,
f\\ \
uRtr' /

vtKToRlUS TANEK. s.Sos. M.si
NtP. 19691b08 199503 1 006

Judul SOP @aan Pemerintah Daerah (LPPD)

di Biro Pemerintahan

Kualifikasi pelaksana :

f '(lnOang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D€

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah'

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat.

3'PeraturanPemerintahNomor6Tahun2oostentangPedomanEvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. Permendagri Nomor 7a tahun 2OO7 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan

Tanggapan alau saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
t-

*rX^i

1. ASN

2. Pendidikan minimal S1

3. Memahami tata naskah dinas

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

-1. 

ggp Psnanganan surat Keluar

2. SOP Penanganan Surat Masuk

3 SOP Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Povinsi

NTT

Darin.trf.n Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan HardcopydiPatuhi maka akan

berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LPPD dan kualitas data/informasi

dalam LPPD yang tidak valid.

z5

,eralatan/perlengkaPan :



Ra-subaguntukmempersiaPkan
LPPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

@PPDdan.
."nv",np"ir"" kepada 

-rim.untu! T:19'yi1il,:""
L-ri'"*''i""i.oikator Kineria Kunci/lKK vang telah

dari tialtiap Perangkat Daerah'

@gtubuhdi LP-PD

i"t"ixX Pemerintan Provinsi NTT' menyampaikan

Data Indikator Kinerja
Kunci perangkat daerahdan mengundang perangkat daeran

saat asistensi di bulan
januari tahun berikut.

dan informasi IKK
rapat, notulen rapat,@LlP.D,da

, ixx *trn'gx"i daerah yang dikoordinir oleh kepala

i"n otino.iO""rah untuk melakukan kajian' analisa

O"i 
"u"fr""i 

terhadap data IKK serta menugaskan

fasuOaS untuk menyempumakan sesuai hasil rapat'

ffimenYusunkonseP
iFpijp".prou NTT kemudian menyerahkan kepada

konsep LFPDE;Frov NTT' Jika setuju

r""t"to"if"" kepada Kepala Biro Pemerintahan Jika

iiori t"r"" mengembalikan kepada Kasubag untuk

@Tr.Apabila
""iri, 

."n*O"t-gani nota dinas untuk ptlSil.Tll
dan menyampaikan kepada kabag Jika tidak

, Jii"tuatit 
"n 

kepada kabag untuk diperbaiki

fl*an nota oinas aan t<onsep t-ppo PemProv

Niir"p"a" Kasubag untuk diproses lebih laniut'

]h-enyampaikan, dan

sikan nota dinas dan konsep LPPD

[goua.n*rn 
NUTrI ,GARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTTIU LAISKODAT

t



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Otonomi Daerah

Kepala
Sub.Bagian

Pendataan dan
Evaluasi Otonomi

Daerah

Tim penyusun
LPPD

Kepala Biro
Pemerintahan

Kelengkapan Waktu Output

2 3 1 5 6 7 I 9 10
1 Menugaskan Kasubag unluk mempersiapkan

penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Pem Prov NTT). P qgenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Mempersiapkan administrasi penyusunan LPPD dan
menyampaikan kepada Tim untuk mengumpulkan data
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci/lKK yang telah
Citetapkan dari tiap{iap Perangkat Daerah. B -t

)isposisi 2han SK tim penyusun LPPD,
surat tugas, instrumen
p€ngumpulan data IKK

? Mengumpulkan data yang ada di batang tubuh di LPPD
lan data IKK Pemerintah Provinsi NTT, menyampaikan
kepada Kasubag. & SK tim penyusun LPPD,

rurat tugas, instrumen
lengumpulan data IKK

7 han Data Indikator Kinerja Kunci
perangkat daerah

Bulan November
tahun berjalan sampai
bulan Januari tahun
berikut.

4 Menjadwalkan dan mengundang perangkat daerah
untuk asistensi data IKK-

+x )ata Indikator Kinerja
(unci perangkat daerah

3 Jam Data indikator kinerja kunci,
undangan rapat, jadwal
asistensi

Asistensi data yang ada di batang tubuh di LPPD dan
Jata IKK perangkat daerah yang dikoordinir oleh kepala

I

J
rx-

)ata indikator kinerja
(unci, undangan rapat,
adwal asistensi

21 ha(i Data dan informasi IKK
hasil rapat, nolulen rapat,
berita acara raoat

Waktu 3 jam adalah
waktu yang dipakai
setiap kasubag pada
saat asistensi di bulan

.januari tahun berikut.

0agran otonomr daeran untuK melaKuKan KaJran,

=kasubag untuk menyempumakan sesuai hasil rapat

6 Menyempurnakan data IKK dan menyusun konsep
LPPD PemProv NTT kemudian menyerahkan kepada
Kabag.

I-T
)ata dan informasi IKK
rasil asistensi dan catatan
isistensi

5 hari Konseo LPPD PemProv
NTT

Memeriksa konsep LPPD PemProv NTT. Jika setuju r fidak

Konsep LPPD PemProv
NTT

2had' Konsep LPPD PemProv
NTT

lidak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk
liperbaiki. C

I Memeriksa konsep LPPD PemProv NTT. Apabila
setuju menandatangani nota dinas untuk pengiriman | ''0"'

Konsep LPPD PemProv
NTT

2 hai Nota dinas dan Konsep
LPPD PemProv NTT.

Proses
penandatanganan

berienjang dari
Kasubag, Kabag,
Karo, Asisten dan

LPPD dan menyampaikan kepada kabag. Jaka tadak

setuju, dikembalikan kepada kabag untuk daperbaiki.

I Menyerahkan nota dinas dan konsep LPPD PemProv
NTT kepada Kasubag untuk diproses lebih lanjut. *

Nota dinas dan Konseo
LPPD PemProv NTT.

15 menit Nota dinas dan Konsep
LPPD PemProv NTT.

10 Menggandakan, menyampaikan, dan
Tendokumentasikan nota dinas dan konseo LPPD
PemProv NTT.

._Y___1
l. s"l"ttl J

Nota dinas dan Konsep
LPPD PemProv NTT.

1 Hari Nota dinas dan Konseo
LPPD PemProv NTT.

I cueenruun

VIKTOR BUNG

ry

evaluasi terhadap data IKK serta menugaskan

kepada Kepala Biro Pemerintahan.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Bagian
Otonomi Daerah

Kepala
Sub.Bagian

Pendataan dan
Evalulrsi Otonomi

Daerah

Tim penyusun
LPPD

Kepala Biro
Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10
1 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Pem Prov NTT). P Agenda Kerja 15 menit Disposisi

Mempersiapkan administrasi penyusunan LPPD dan
menyampaikan kepada Tim untuk mengumpulkan data
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci/lKK yang telah
ditetapkan dari tiap{iap Perangkat Daerah.

-B Disposisi 2had. SK tim penyusun LPPD,
surat tugas, instrumen
pengumpulan data IKK

Mengumpulkan data yang ada di batang tubuh di LPPD
dan data IKK Pemerintah Provinsi NTT, menyampaikan
kepada Kasubag. *

SK tim penyusun LPPO,
surat tugas, instrumen
cengumpulan data IKK

7 hari Data Indikator Kinerja Kunci
perangkat daerah

Bulan November
tahun berjalan sampai
bulan Januari tahun
berikut.

4 Menjadwalkan dan mengundang perangkat daerah
untuk asistensi data lKK.

0n )ata Indikator Kinerja
(unci perangkat daerah

3 Jam Data indikator kinerja kunci,
undangan rapat, jadwal
asistensi

5 Asistensi data yang ada di batang tubuh di LPPD dan
data IKK perangkat daerah yang dikoordinir oleh kepala

Iv
| 

-

+r--------'ltl

-t 

I

Data indikator kinerja
kunci, undangan rapat,

.iadwal asistensi

21 hai. Data dan informasi IKK
hasil rapat, notulen rapat,
benta acara rapat

Witktu 3 iam adalah
waktu yang dipakai
setiap kasubag pada
saat asistensi di bulan
ianuari tahun berikut.

dan lerhadao IKK

=kasubag untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat.

Menyempumakan data IKK dan menyusun konsep
LPPD PemProv NTT kemudian menyerahkan kepada
Kabag.

1l-T-
Data dan informasi IKK
lasil asistensi dan catatan
asistensi

5 hari (onsep LPPD PemProv
!TT

7 Memeriksa konseo LPPD PemProv NTT. Jika setuiu

Tidak

Konsep LPPD PemProv
NTT

2 han Konsep LPPD PemProv
NTT

:idak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk
jiperbaiki.

8 Memeriksa konsep LPPD PemProv NTT. Apabila
setuju menandatangani nota dinas untuk pengiriman
LPPD dan menyampaikan kepada kabag. Jika tidak
setuju, dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

| ''0"'
Konsep LPPD PemProv
NTT

2 hari Nota dinas dan Konseo
LPPD PemProv NTT.

Proses
penandatanganan
berjenjang dari
Kasubag, Kabag,
Karo, Asisten dan

I Menyerahkan nota dinas dan konsep LPPD PemProv
NTT kepada Kasubag untuk diproses lebih lanjut. -l I

Nota dinas dan Konseo
LPPD PemProv NTT.

15 menit Nota dinas dan Konseo
LPPD PemProv NTT.

10 Menggandakan, menyampaikan, dan
mendokumentasikan nota dinas dan konsep LPPD
PemProv NTT.

+---=,
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Nota dinas dan Konsep
LPPD PemProv NTT.

1 Hari Nota dinas dan Konsep
LPPD PemProv NTT.
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